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Abstrak: Penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam 
terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin 
Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten 
Lamongan” ini adalah hasil penelitian lapangan untuk 
menjawab dua pertanyaan inti yaitu mengapa timbul 
kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di 
wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan 
dan bagaimana analisis hukum Islam terhadat persyaratan 
tes urine bagi calon pengantin perempuan tersebut. Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa munculnya kewajiban tes 
urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA 
kecamatan Paciran kabupaten Lamongan disebabkan 
semakin maraknya fenomena hamil di luar nikah, sehingga 
diharapkan dengan adanya tes urine bagi seorang 
perempuan sebelum melakukan perkawinan, pihak PPN 
dapat mengetahui status calon pengantin wanita itu dalam 
keadaan hamil atau tidak, yang nantinya berpengaruh pada 
langkah yang ditempuh PPN pada saat pemeriksaan kedua 
mempelai dalam proses pendaftaran perkawinan. Analisis 
hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon 
pengantin wanita di KUA kecamatan Paciran kabupaten 
Lamongan menyimpulkan bahwa tes urine bagi calon 
pengantin wanita tersebut diperbolehkan, sebab tes urine 
dapat mempermudah PPN KUA kecamatan Paciran dalam 
menentukan suatu keputusan hukum bagi wanita yang 
ketahuan hamil di luar nikah. Hal ini mempertegas KHI 
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pasal 53 ayat (1) tentang kebolehan perkawinan wanita 
hamil dengan pria yang menghamili. Selain itu, juga 
sejalan dengan kaidah usuliyah  “daf’u al-mafasid 
muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih”.  
Kata Kunci: Tes urine, Calon Pengantin, Hukum Islam. 
Pendahuluan 
Sesungguhnya asal usul adanya keturunan adalah dari 
adanya suatu perkawinan, Allah SWT. Telah berfirman: 
 ال ومما أنفسھم ومن األرض تنبت مما كلھا األزواج خلق الذي سبحان
   .1علمونی
Perkawinan dalam Islam merupakan satu syariat yang 
dikembangkan dalam bingkai pemahaman ajaran al-Qur’an dan 
al Sunnah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan 
dalam suatu perkumpulam kelaurga yang penuhkasih sayang. 
Isalam mengajarkan bahwa hubungan dalam keluarga 
merupakan pergaulan yang berbasis kasih sayang, bukan 
hubungan pemaksaan dan ketidak setaraan. Islam menyebut 
perkawinan sebagai perkumpulan, persekutuan yang penuh cinta 
dan kasih sayang dengan ungkapan mawaddah wa rahmah. 
 Perkawinan semata-mata bukanlah hubungan antara jenis 
laki-laki dan perempuan atau kontrak keperdataan biasa, 
melainkan mempunyai nilai ibadah,  hukum dan social, selain 
itu perkawinan adalah salah satupilar keluarga yang merupakan 
satuan yang paling utama untuk membentuk sebuah masyarakat, 
karena keluarga itu merupakan bentuk masyarakat kecil dan 
akan dapat membentuk masyarakat yang besar, selain itu 
perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulya yaitu untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 
dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT. 
َواًجا أَن فُِسُكم   ِمن   لَُكم   َخلَقَ  أَن   اتِھِ یَ آ َوِمن   ُكنُوا أَز   َمَودَّةً  َنُكم  ی  بَ  َوَجعَلَ  َھای  إِلَ  ِلتَس 
َمةً  م   ). ات  یَ آل ذَِلكَ  فِي إِنَّ  َوَرح   21 , الروم ) تََفكَُّرونَ یَ  ِلقَو 
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 
                                                                
1 Surat Yasin, ayat 26 
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supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-  Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum: 21)2 
Terkait dengan ayat di atas, maka amatlah tepat jika KHI 
(Kompilasi Hukum Islam) menegaskan perkawinan sebagai 
akad yang sangat kuat (mis|aqan galizan) untuk mentaati 
perintah Allah dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah 
(KHI pasal 2). Oleh karena itu, perkawinan yang sarat akan nilai 
dan bertujuan mulia harus diatur dengan syarat dan rukun 
tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.3 
Islam telah menetapkan syarat dan rukun yang harus 
dipenuhi dalam perkawinan untuk tercapainya perkawinan yang 
sah sesuai syara’. Tidak cukup itu, di Indonesia supaya 
perkawinan itu sah di mata negara, maka perkawinan itu harus 
dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu 
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang 
merupakan pengembangan hukum perkawinan yang tertuang 
dalam UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu,ia tidak lepas dari 
misi yang diemban UU Perkawinan tersebut, kendatipun 
cakupannya hanya terbatas untuk orang Islam.4 Seperti adanya 
calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.5 
Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak 
                                                                
2 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, 
(Bandung: Diponegoro, 2009), 406. 
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 
1997), 70. 
4 Ibid., 57. 
5 M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah 
Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12. 
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termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam, 
calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.6 
Sedangkan syarat dalam perkawinan adalah sesuatu yang 
harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari 
perkawinan itu. Apabila salah satu syarat perkawinan itu tidak 
terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.7 Rukun dan 
syarat perkawinan itu menentukan sah atau tidaknya sebuah 
perkawinan, sehingga rukun dan syarat tersebut merupakan 
suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap pihak yang 
hendak melangsungkan perkawinan. 
Penentuan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum 
Islam di kalangan ulama masih terdapat perbedaan pendapat. 
Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan itu 
terdiri atas mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang 
hendak melangsungkan perkawinan, wali dari pihak wanita, dua 
orang saksi dan sigat akad nikah (ijab kabul).8 Sedangkan syarat 
perkawinan itu adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun 
perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki 
dan perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul.9 Apabila syarat-
syarat perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan itu sah 
dan timbullah hak dan kewajiban sebagai suami istri.  
UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat 
perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak 
berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Syarat-
syarat tersebut tercantum dalam pasal 6 sampai pasal 12 UU No. 
1 Tahun 1974. Sedangkan KHI secara jelas membicarakan 
                                                                
6 Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; 
Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), 
46. 
7 Ibid., 30. 
8 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006), 
46-47. 
9 Sa’id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, Risalah al-Nikah , terjemahan, 
Agus Salim, Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka 
Amani, 2002), 67. 
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rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, 
yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafi’i dengan 
tidak memasukkan mahar dalam  rukun,10 yakni untuk 
melaksanakan perkawinan harus ada: 1) calon suami, 2) calon 
istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan kabul.11 
Syarat perkawinan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 
1974 tidak sama persis dengan syarat-syarat perkawinan dalam 
Islam, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama di 
kitab-kitab fikih. Syarat perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 
1974 dapat dikelompokkan menjadidua, yaitu syarat intern dan 
syarat ekstern. Syarat intern merupakan syarat yang harus ada 
pada para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan 
persetujuan orang lain yang diperlukan para pihak dalam 
melaksanakan perkawinan.12 Sedangkan yang dimaksud dengan 
syarat ekstern adalah syarat yang berhubungan dengan cara atau 
formalitas pelangsungan perkawinan.13 
Peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang sudah 
diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam ternyata belumlah cukup untuk mengakomodir 
masalah-masalah perkawinan yang berkembang di masyarakat. 
Hal inilah yang menimbulkan munculnya kebijakan-kebijakan 
khusus sebagai upaya memecahkan problem yang terjadi 
dimasyarakat. Meskipun demikian, kebijakan tersebut tidaklah 
boleh bertentangan dengan peraturan pokok yang sudah ada (lex 
superior derogat lex inferior). 
Penelitian kali ini adalah mengenai kebijakan KUA 
kecamatan Paciran kabupaten Lamongan yang mewajibkan tes 
                                                                
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh 
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, Cet. III, 2009), 61. 
11 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 
(Bandung: Nuansa Aulia, Cet. I, 2008), 5. 
12 A. Masjkur Anhari, Usaha-Usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum 
dalam Perkawinan, (Surabaya: Diantama, 2007), 25. 
13 Ibid., 27. 
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urine bagi calon mempelai wanita. Kebijakan ini berawal dari 
keprihatinan masyarakat terhadap maraknya fenomena 
pergaulan bebas di kalangan remaja yang sering berdampak 
pada kehamilan di luar nikah. Fenomena tersebut lambatlaun 
menjadi sebuah permasalahan di kalangan masyarakat yang 
harus segera dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, KUA 
kecamatan Paciran berinisiatif untuk membuat kebijakan baru 
sebagai respon atas permasalahan yang timbul di masyarakat 
tersebut. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir 
kasus kawin hamil yang tidak lain disebabkan kehamilan di luar 
nikah. Bahkan berdasarkan pengamatan sementara, fenomena 
kawin hamil di wilayah kecamatan Paciran meningkat 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Menurut keterangan pegawai KUA kecamatan Paciran, 
padatahun-tahun sebelumnya KUA kecamatan Paciran hampir 
tidak pernah menangani kasus kawin hamil, kalaupun hal itu 
ada, kemungkinan cuma satu sampai dua kasus kawin 
hamildalam satu tahun. Sedangkan akhir-akhir ini KUA 
kecamatan Paciran hampir tiap bulan menangani kasuskawin 
hamil, bahkan yang lebih parah kasus kawin hamil yang 
ditangani dalam satu bulan terkadang lebih dari dua kasus.14 
Beragam pendapat seputar kawin hamil terkadang 
menimbulkan suatu kebingungan, apalagi jika dihadapkan 
dengan kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat 
beragam dengan kebutuhan dan permasalahan yang sangat 
beragam pula. Hal tersebut yang mendorong pemuka negara ini 
untuk merumuskan kitab fikih versi Indonesia dalam suatu 
bentuk kesatuan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Salah satu materi pokok dalam Kompilasi Hukum Islam 
adalah kawin hamil. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 
53 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang inti dari pasal tersebut 
adalah kebolehan menikahi wanita dalam keadaaan hamil dan 
tidak perlu menunggu sampai kelahiran anak, serta tidak 
                                                                
14 Mudlofar, Wawancara, Paciran, 18 Oktober 2011. 
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dibutuhkan pengulangan akad perkawinan setelah anak yang 
dikandung lahir. Namun, kebolehan menikahi wanita hamil yang 
tercantum dalam pasal 53 ayat (1) terbatas pada laki-laki yang 
menghamili wanita tersebut. 
Sedangkan KHI tidak memberikan alternatif jawaban 
terhadap kawin hamil jika kasusnya yang menikahi wanita 
tersebut adalah laki-laki yang bukan menghamilinya. Pada 
dasarnya kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit 
banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum 
adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi ikhtilaf dalam 
ajaran fikih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan 
psikologis.Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu 
kesimpulan berdasar asas istislah. Sehingga dari penggabungan 
faktor ikhtilaf dan ‘urf, perumus KHI berpendapat lebih besar 
maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya. 
Tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud 
untukmemberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak 
yang berada dalam kandungan.15 
Lebih lanjut, pegawai KUA kecamatan Paciran 
menjelaskan bahwa tes urine tersebut dilakukan dalam rangka 
mengetahui dan menentukan suatu keputusan hukum tentang 
status calon pengantin wanita apakah dia dalam keadaan hamil 
atau tidak, dan sebagai langkah ihtiyat (kehati-hatian) Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) dalam melaksanakan ketentuan yang 
sudah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya 
pasal 53 tentang kawin hamil. Bentuk kehati-hatian tersebut 
adalah dalam rangka melindungi nasab anak dan 
pertanggungjawaban calon suami atas perbuatan yang telah 
dilakukannya.16 
Proses pendaftaran bagi calon mempelai wanita yang 
dinyatakan positif hamil berdasarkan dari hasil tes urine 
tersebut, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh PPN 
                                                                
15 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama 
UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grfika, Cet. V, 2009), 42. 
16 Mudlofar, Wawancara, Paciran, 18 Oktober 2011. 
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adalah pengambilan sumpah dari masing-masing mempelai 
bahwa kehamilan tersebut adalah hasil dari perbuatan keduanya. 
Jika menurut pengakuan keduanya, anak yang dikandung itu 
adalah hasil perbuatan mereka, maka PPN bersedia mencatatkan 
perkawinan tersebut. Namun, jika kehamilan tersebut bukanlah 
hasil perbuatan laki-laki yang hendak menikahi wanita tersebut, 
maka PPN menolak mencatatkan perkawinan keduanya.17 
Terkait dengan dijadikannya hasil tes urine sebagai 
persyaratan dalam perkawinan di wilayah KUA kecamatan 
Paciran kabupten Lamongan, maka setiap calon pengantin 
wanita, baik perawan atau janda wajib melakukan tes urine 
tanpa terkecuali. Apabila calon pengantin wanita tersebut tidak 
mau melakukan tes urine, maka konsekuensinya adalah PPN 
akan mempersulit proses pendaftaran dan pemeriksaan kedua 
calon mempelai. 
Secara substansi, ditetapkannya kebijakan tersebut adalah 
suatu hal yang positif, akan tetapi menjadikan tes urine tersebut 
sebagai persyaratan wajib dalam perkawinan, dirasa 
memberatkan calon pengantin karena adanya pembebanan lebih 
dari segi biaya administrasi dan proses pendaftaran perkawinan, 
yang mana dalam Islam maupun undang-undang, kewajiban tes 
urine itu tidak syaratkan dalam sebuah perkawinan. 
Analisis terhadap Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di 
Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 
Kemajuan teknologi di era modern ini berhasil membuat 
beberapa perkembangan di bidang medis. Salah satu bentuk 
perkembangan di bidang medis tersebut adalah tes urine. Tes 
urine biasa dilakukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan 
seseorang, seperti mendeteksi penyakit yang ada dalam tubuh 
seseorang, mengetahui apakah seseorang itu pengguna narkoba 
atau tidak, dan yang paling sering dilakukan adalah mendeteksi 
apakah seorang wanita itu dalam kondisi hamil atau tidak. 
Tes urine dalam bidang kedokteran biasanya dilakukan di 
laboratorium rumah sakit atau puskesmas oleh tenaga medis 
                                                                
17 Ibid. 
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yang ahli dalam tes laboratorium. Khusus untuk mengetahui 
kehamilan seorang wanita, tes urine tidak harus dilakukan di 
laboratorium, tetapi bisa dilakukan sendiri oleh yang 
bersangkutan atau bidan setempat di rumah dengan alat yang 
disebut test pack. Alat ini biasanya tersedia di apotek-apotek. 
Test pack ini juga sudahdilengkapi dengan prosedur atau 
petunjuk penggunaan, sehingga memudahkan pengguna dalam 
melakukan pengetesan secara manual di rumah. 
Pemanfaatan tes urine tidak hanya dalam bidang kesehatan 
saja, namun, seiring berkembangnya zaman dan semakin 
kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat, 
pemanfaatan tes urine bisa juga ikut berkembang dalam bidang 
lain, salah satunya dalam bidang hukum perkawinan. Apabila 
ditinjau dari segi psikologis, sebenarnya tes urine pranikah dapat 
membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan dari segi 
medis, sebagai usaha yang dapat membantu mencegah hal-hal 
yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat menjadi 
langkah antisipatif dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-
jauh hari untuk menghindarkan diri dari penyesalan dan 
penderitaan rumah tangga. 
Sekalipun tidak ada indikasi penyakit ataupun kelainan 
keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap 
dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk 
meliputi tes urine. Hal itu karena prinsip sentral syariah Islam 
adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di 
akhirat. 
Tujuan utama ketentuan syariat (maqasid al-syariah) 
adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilarkesejahteraan 
umat manusia yang mencakup panca maslahat dengan 
memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (hifz al-
din), kehidupan (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz 
al-nasl) dan harta benda mereka (hifz almal). Apa saja yang 
menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi 
manusia dan dikehendaki syariah. Sedangkan segala yang 
membahayakannya dikategorikan sebagai mudarat atau 
mafsadat yang sebisa mungkin harus dihilangkan. Bahkan para 
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ahli obstetri (ilmu kebidanan) dan ginekologi (ilmu keturunan) 
menyatakan bahwa sebaiknya calon pengantin memeriksakan 
dirinya tiga bulan sebelum melangsungkan perkawinan. Rentang 
waktu itu diperlukan untuk melakukan pengobatan jika ternyata 
salah seorang atau keduanya menderita gangguan tertentu. Jenis 
pemeriksaan kesehatan pranikah dapat disesuaikan dengan 
gejala tertentu yang dialami calon pengantin. 
Misalnya,pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam 
keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun, 
jika semuanya lancar-lancar saja, maka hanya dilakukan 
pemeriksaan standar, yaitu cek darah dan tes urine. 
Dengan demikian, berdasarkan urgensi dan manfaat dari 
pemeriksaan kesehatan tersebut, syariat Islam sangat 
menyambut anjuran agar calon pengantin melakukan 
pemeriksaan kesehatan pranikah, yang diantaranya bisa meliputi 
pemeriksaan fertilitas dan tes kesehatan fisik, termasuk tes urine 
agar dapat diketahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan 
medis yang mungkin terjadi untuk diambil tindakan antisipatif. 
Selain itu sebagai upaya untukmenghindari penyesalan yang 
terjadi di kemudian hari padadiri masing-masing suami istri 
yang dapat memicu kehancuran rumah tangga. Hal ini 
berdasarkan prinsip sadd al-zari‘ah (prinsip pengambilan 
langkah preventif terhadap segala hal yang dapat 
membahayakan bagi panca maslahat tersebut di atas). 
Selain melihat tes urine dari segi urgensitas dan manfaat, 
tes urine juga ada kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam 
pasal 53 tentang kawin hamil, yakni penentuan hukum terhadap 
calon pengantin wanita yang hamil akan semakin mudah setelah 
melakukan tes urine, sebab jika tanpa melalui tes urine, kondisi 
calon pengantin wanita yang sebenarnya akan sulit diketahui 
(dalam keadaan hamil atau tidak). 
Apabila dari hasil tes urine tersebut menyatakan bahwa 
calon pengantin wanita positif hamil, maka tindakan KUA 
adalah mencari keterangan apakah itu hasil perbuatan laki-laki 
yang hendak mengawininya atau tidak. Jika memang iya, maka 
sesuai dengan KHI pasal 53 ayat (1), wanita hamil itu bisa 
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dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hanya saja, 
jika yang menikahi wanita hamil tersebut bukanlah laki-laki 
yang menghamilnya, KUA bisa melakukan penolakan terhadap 
perkawinan keduanya, sebab KHI tidak memberikan informasi 
lebih lanjutmengenai ketentuan kawin hamil dengan laki-laki 
yang tidak tidak menghamili wanita tersebut. 
Islam adalah agama yang menghendaki kemaslahatan dan 
menghindari kemafsadatan. Sebagaimana yang telah dipaparkan 
di awal bahwa jika melihat urgensitas pemeriksaan kesehatan 
pranikah termasuk tes urine bagi calon pengantin wanita, maka 
dapat dikatakan bahwa tes urine bagi calon pengantin wanita 
hukumnya boleh atau mubah, karena mengacu pada teori 
maslahah dan hikmah altasyri’, serta tidak ada nas yang 
melarang.  
Definisi mubah adalah sesuatu yang oleh syari’ seorang 
mukallaf diperintahkan untuk memilih antara melakukan atau 
meninggalkan sesuatu tersebut. Kadang-kadang kebolehan 
berbuat itu ditetapkan dengan nas syara’ , seperti jika syari’ 
menetapkan bahwa tidak berdosa berbuat ini, maka hal ini 
menunjukkan kebolehan.  
Suatu perbuatan yang pada awalnya dihukumi mubah bisa 
berubah menjadi sunah, makruh, wajib, bahkan haram. Seperti 
dalam masalah perkawinan, hukum asalnya adalah mubah, 
namun karena suatu hal maka bisa berubah menjadi wajib jika 
seseorang tersebut sudah mampu untukmenikah dan jika tidak 
menikah, dia sangat dikhawatirkan akan berbuat zina. 
Salah satu hikmah al-tasyri’ perkawinan adalah 
menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan 
syara’ dan menjaga kehormatan diri dari  terjatuh pada 
kerusakan seksual.18 Oleh karena itu, bagi seseorang yang sudah 
mampu untuk menikah baik dari segi materi maupun immateri, 
disunahkan untuk segera menikah, agar terhindar dari perbuatan 
yang dilarang agama seperti zina. 
                                                                
18 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 
2003), 81. 
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Apabila perbuatan zina sudah tidak terhindar lagi, maka 
bisa berdampak pada kehamilan di luar nikah. Jika fenomena 
kehamilan di luar nikah semakin hari semakin banyak dan tidak 
terkontrol, maka akan sering dijumpai kasus kawin hamil. Hal 
ini tentunya membutuhkan problem solving yang tepat untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, sebab tidaklah mungkin 
fenomena kehamilan di luar nikah yang semakin marak di 
masyarakat akan dibiarkan saja terjadi, sebab perbuatan tersebut 
sangat bertentangan dengan hukum agama dan tentunya norma 
yang berlaku di masyarakat. 
Seperti kasus di wilayah kecamatan Paciran yang terjadi 
pada beberapa tahun terakhir ini yang sangat memprihatinkan. 
Berawal dari pergaulan bebas di kalangan remaja yang semakin 
tidak terkontrol, yang akhirnya berujung pada perbuatan zina 
yang menyebabkan si gadis hamil di luar nikah. Jika sudah 
terlanjur terjadi demikian, maka gadis tersebut pasti akan segera 
minta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, 
kalau tidak begitu pasti orang tua si gadis akan segera meminta 
laki-laki tersebut untuk menikahi anaknya. Lebih parahnya jika 
orang tua berinisiatif untuk meminta bahkan memaksa laki-laki 
lain untuk menikahi anak gadisnya dengan dijanjikan harta yang 
melimpah demi menutupi aib keluarga. 
Semakin maraknya fenomena hamil di luar nikah yang 
terjadi di wilayah kecamatan Paciran, maka semakin banyak 
pula kasus kawin hamil yang ditangani oleh KUA kecamatan 
Paciran. Oleh karena itu, untuk menekan kasus tersebut, KUA 
kecamatan Paciran membuat kebijakan baru yang isinya “setiap 
calon pengantin wanita di wilayah kecamatan Paciran 
diwajibkan melakukan tes urine sebagai persyaratan 
perkawinan”. Kebijakan yang baru di buat pada awal tahun 2011 
tersebut merupakan salah satu bentuk respon dari keprihatinan 
para pegawai KUA kecamatan Paciran karena semakin 
banyaknya kasus kawin hamil. Sedangkan tahun-tahun 
sebelumnya KUA kecamatan Paciran sangat jarang menangani 
kasus kawin hamil. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk 
memberikan pencegahan bagi para muda-mudi yang belum 
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menikah, agar tidak melakukan perzinaan, sebab jika sudah 
terlanjur hamil dari zina maka kehamilan tersebut sudah tidak 
bisa ditutup-tutupi lagi. 
KUA kecamatan Paciran mensyaratkan hal lebih dalam 
perkawinan sebab KUA kecamatan Paciran tidak mau salah 
langkah dalam menentukan hukum bagi calon pengantin yang 
sudah diketahui hamil terlebih dahulu. Dengan diwajibkannya 
tes urine tersebut PPN KUA kecamatan Paciran akan semakin 
yakin dengan status calon pengantin wanita sebelum dicatat 
perkawinannya, apakah dia hamil atau tidak. 
Jika wanita tersebut terbukti hamil, maka akan 
memudahkan PPN KUA kecamatan Paciran untuk memutuskan 
langkah yang harus dilakukan untuk calon pengantin tersebut 
terkait keberlangsungan perkawinan keduanya, karena 
kehamilan wanita tersebut bisa disebabkan beberapa hal, ada 
kalanya murni perbuatan laki-laki yang hendak mengawininya, 
ada kalanya calon suaminya tersebut bukanlah yang 
menghamilnya dan dia hanya kasihan sehingga ia menikahi 
wanita tersebut untuk menutup aib keluarga wanita yang hamil 
tersebut, atau bahkan calon suaminya itu menikahinya sebab 
paksaan. 
KUA kecamatan Paciran sangat berhati-hati dalam 
memutuskan hukum pada wanita yang sudah terlanjur hamil 
sebelum menikah sebab persoalan hukum yang timbul dari 
perkawinan wanita hamil sangat kompleks, yaitu sah atau 
tidaknya mengawini perempuan yang sedang hamil, yang mana 
kehamilan tersebut sebagai akibat dari hubungan di luar nikah 
baik yang diakibatkan oleh perkosaan atau melalui perzinaan 
suka sama suka, boleh atau tidaknya mengumpulinya 
sebagaimana layaknya suami-istri, kedudukan nasab anak yang 
dilahirkannya, dan boleh tidaknya seorang wanita hamil karena 
zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.19 
                                                                
19 M. Anhary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-Masalah 
Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010), 58. 
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Meskipun kebolehan kawin hamil sudah tercantum dalam 
Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 53. Namun, dalam pasal 53 
ayat (1) tersebut hanya menyebutkan bahwa“seorang wanita 
hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya”. KHI tidak menjelaskan lebih lanjut hukum 
bagi wanita hamil yang dikawinkan dengan pria yang tidak 
menghamilinya. Tentunya dalam hal ini KUA kecamatan 
Paciran merasa sedikit kesulitan sebab tidak ada acuan hukum 
yang dibuat patokan untuk memutuskan sebuah hukum. 
Sehingga berdasarkan keterangan Kepala KUA kecamatan 
Paciran tindakan yang ditempuh KUA kecamatan Paciran dalam 
menentukan hukum bagi wanita hamil yang dikawin dengan 
laki-lakiyang tidak menghamilinya adalah menolak perkawinan 
tersebut. 
KUA kecamatan Paciran juga mempunyai cara tersendiri 
dalam menangani kasus kawin hamil yangkehamilan tersebut 
sudah terbukti dengan melakukan tes urine. Cara tersebut yaitu 
pada proses pendaftaran perkawinan, KUA kecamatan Paciran 
melakukanpenyumpahan kedua calon pengantin setelah mereka 
berdua memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung 
calonpengantin wanita adalah hasil perbuatan dari calon 
pengantin laki-laki. Di sini terdapat perbedaan dengan proses 
pendaftaran perkawinan dengan calon pengantin yang tidak ada 
ganjalan dalam pernikahannya, dalam arti mereka menikah 
dengan sudah melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan 
oleh Undang-Undang Perkawinan maupun KHI dan tidak dalam 
keadaan hamil. 
Meskipun sebagian kecil masyarakat Paciran masih ada 
yang menganggap tabu perkawinan wanita hamil, namun KUA 
kecamatan Paciran dalam memutuskan hukum bagiperkawinan 
wanita hamil tidaklah mengalami keraguan sebab ulama mazhab 
empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) sepakat bahwa 
perkawinan tersebut sah dan boleh bercampur sebagai suami 
istri, dengan ketentuan jika yang menikahai wanita tersebut 
adalah laki-laki yangmenghamilinya. Selain itu KHI juga 
dengan tegasmenyebutkan bahwa wanita yang hamil boleh 
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dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya (pasal 53 ayat 
(1)), dan tidak perlu menunggu bayi yang dikandung itu lahir 
terlebih dahulu (pasal 53 ayat (2)), kemudian pasca kelahiran 
bayi yang dikandung pun perkawinan yang sudah dilangsungkan 
tidak perlu diulang kembali (pasal 53 ayat (3)). 
Kebolehan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam 
tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis 
dengan hukum adat, disesuaikan pula dengan faktor sosiologis 
dan psikologis dari keadaan wanita dan anak yang dilahirkan 
oleh wanita tersebut. Perumus Kompilasi Hukum Islam 
memandang bahwa lebih besar maslahah memperbolehkan dan 
menetapkan status anak yang akan lahir guna memberikan status 
hukum yang pasti terhadap anak dan ibu tersebut.20 
Menurut Yahya Harahap, KHI sengaja merumuskan 
masalah kawin hamil dengan singkat dan agak bersifat umum, 
dimaksudkan untuk memberikan keluasan bagi pengadilan 
untuk mencari dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan 
dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.21 
Sedangkan penolakan perkawinan wanita hamil oleh KUA 
kecamatan Paciran, yang mana calon suaminya merupakan laki-
laki yang bukan menghamilinya adalah karena KHI pasal 53 
ayat (1) hanya membatasi pada laki-laki yang menghamilinya, 
sehingga KUA kecamatan Paciran hanya melaksanakan sesuai 
apa yang tercantum dalam KHI, sebab di kalangan para ulama 
menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak 
menghamilinya masih menjadi perdebatan, Imam Maliki dan 
Hambali melarangnya, sedangkan Imam Hanafi dan Syafi’i 
memperbolehkan hal tersebut. Dari sini, jelas bahwa KUA 
kecamatan Paciran menganut mazhab yang melarang, yakni 
mazhab Maliki dan Hambali. 
Mengenai masalah kewajiban tes urine bagi calon 
pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran, menurut 
                                                                
20 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama 
UU No. 7 Tahun 1989, 42. 
21 Ibid. 
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hemat penulis tidaklah meyalahi aturan. Sebab, pemberlakuan 
kebijakan tersebut adalah demi kemaslahatan bersama, yaitu 
meminimalisir fenomena hamil di luar nikah yang semakin 
memprihatinkan di wilayah kecamatan Paciran, mencegah para 
remaja untuk tidak berbuat tindakan asusila, dan menghindari 
adanya perkawinan yang mengandung garar, yakni 
kemungkinan adanya aib yang ditutup-tutupi diantara suami 
istri, misalnya dari awal calon mempelai wanita memang sudah 
dalam keadaan hamil, namun calon pengantin laki-laki tidak 
mengetahui hal tersebut, maka dengan tes urine kehamilan 
wanita tersebut akan diketahui. 
Selain hal tersebut di atas, dengan adanya kewajiban tes 
urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecmatan 
Paciran, maka semakin memudahkan dan membuat yakin PPN 
dalam memutuskan hukum bagi calon pengantin, sebab kondisi 
calon pengantin wanita sudah bisa diketahui hamil atau 
tidaknya. 
Beragamnya asumsi masyarakat tentang kewajiban tes 
urine tersebut, tetap tidak mengurangi ketaatan para calon 
mempelai terhadap kebijakan yang dikeluarkan KUA kecamatan 
Paciran tersebut. Hal ini terbukti dari keterangan pegawai KUA 
kecamatan Paciran, bahwa sejak diberlakukannya kebijakan 
tersebut belum ada calon mempelai yang tidak melakukan tes 
urine.22 Jadi, meskipun pada dasarnya ada sebagian pihak yang 
merasa keberatan dengan kewajiban tes urine, namun sebagai 
masyarakat desa masih menjunjung tinggi norma-norma lokal 
yang berlaku. Mereka tetap mengindahkan kebijakan yang 
ditetapkan KUA kecamatan Paciran tersebut, sebab di satu sisi 
mereka juga ingin proses pendaftaran perkawinannya segera 
cepat selesai sehingga pelaksanaan perkawinan mereka berjalan 
lancar tanpa ada kendala dalam hal pencatatan perkawinan.  
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa implikasi dari kewajiban tes urine bagi calon wanita di 
                                                                
22 Mudlofar, Wawancara, 23 Desember 2011. 
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KUA kecamatan Paciran adalah perbedaan proses pendaftaran 
dan pemeriksaan calon mempelai yang berdasarkan hasil tes 
urine dinyatakan hamil atau tidak. Selain itu, implikasi dari 
adanya tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA 
kecamatan Paciran adalah adanya pembebanan lebih terhadap 
calon pengantin terkait dengan semakin ketatnya persyaratan 
perkawinan, serta adanya biaya administrasi tambahan 
berkenaaan dengan kewajiban tes urine yang harus ditanggung 
mereka. 
Dari segi kemaslahatan, diwajibkannya tes urine bagi 
calon pengantin wanita dapat mempertegas penegakan hukum 
atas kebolehan kawin hamil yang tercantum dalam KHI pasal 53 
(1), sebab dengan adanya tes urine, maka akan memudahkan 
PPN KUA kecamatan Paciran untuk memutuskan hukum bagi 
calon mempelai wanita tersebut terkait dengan keberlangsungan 
perkawinannya. Selain itu, dengan adanya tes urine akan 
menghindarkan kedua belah pihak dari unsur penipuan dalam 
perkawinan, sebab status keperawanan seorang wanita akan 
terlihat setelah melakukan tes urine, sehingga calon suami tidak 
akan merasa dirugikan di kemudian hari karena sudah 
mengetahui kejelasan status istri sejak sebelum menikah. 
Meskipun tes urine mempunyai dampak positif, namun 
pada sebagian orang ada yang berpendapat bahwa tes urine 
dapat menambah pekerjaan atau bahkan memberikan 
pembebanan lebih terhadap calon pengantin wanita, sebab 
dengan adanya kebijakan tersebut, maka mau tidak mau 
mengharuskan para calon pengantin wanita untuk melakukan tes 
urine yang pada awalnya ketentuan tersebut tidak ada, dan yang 
paling krusial adalah adanya tambahan biaya dalam perkawinan. 
Kewajiban tes urine yang diberlakukan di wilayah KUA 
kecamatan Paciran ini sejalan dengan kaidah usuliyah “daf‘u al-
mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih” (menolak 
kemadaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan), 
yang dalam hal ini kaitannya adalah mewajibkan tes urine bagi 
setiap calon pengantin wanita untuk menghindari adanya 
perkwinan yang mengandung garar, yakni adanya aib yang 
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ditutup-tutupi diantara suami istri dan juga meminimalisir kasus 
kawin hamil yang disebabkan hubungan seksual di luar 
perkawinan yang sah. 
Selain itu juga mengandung maslahat untuk penegakan 
hukum perkawinan wanita hamil yang menurut KHI pasal 53 
ayat (1) diperbolehkan, tetapi terbatas pada laki-laki yang 
menghamilinya saja. Akan tetapi ada satu hal yang sangat 
disayangkan, sebab kebijakan tersebut tidak bersifat tertulis, 
hanya sekedar disampaikan kepada para modin/P3N yang 
kemudian disosialisakikan kepada masyarakat di wilayah 
kecamatan Paciran, sehingga kebijakan tersebut belum bisa 
dikatakan sebagai produk hukum yang mempunyai sanksi tegas 
jika ada pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. Sanksi yang 
ada sejauh ini pun hanya berupa sanksi moral. 
Penutup 
Sebab timbulnya kewajiban tes urine bagi calon pengantin 
wanita di KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan adalah 
akibat maraknya fenomena hamil di luar nikah, sehingga dengan 
adanya tes urine tersebut PPN KUA kecamatan Paciran dapat 
mengetahui status calon pengantin wanita itu dalam keadaan 
hamil atau tidak, yang nantinya berpengaruh pada langkah yang 
ditempuh PPN pada saat pemeriksaan kedua mempelai dalam 
proses pendaftaran perkawinan. 
Analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi 
calon pengantin wanita di KUA kecamatan Paciran kabupaten 
Lamongan menyimpulkan bahwa tes urine bagi calon pengantin 
wanita tersebut diperbolehkan, sebab tes urine dapat 
mempermudah PPN KUA kecamatan Paciran dalam 
menentukan suatu keputusan hukum bagi wanita yang ketahuan 
hamil di luar nikah. 
Hal ini mempertegas KHI pasal 53 ayat (1) tentang 
kebolehan perkawinan wanita hamil dengan pria yang 
menghamili. Selain itu, juga sejalan dengan kaidah usuliyah 
“daf’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi almasalih (mencegah 
kemadaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan 
kemaslahatan) karena dalam hal ini tes urine juga bertujuan 
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meminimalisir kasus kawin hamil yang disebabkan hamil diluar 
nikah dan memperjelas status calon mempelai wanita untuk 
menghindari dari perasaan ditipu diantara calon suami istri yang 
bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. 
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